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ABSTRACT 
 
This study aims to determine criminal liability before entering general 
criminal acts against members of the national police who commit drug 
abuse and to find out the process of sentencing against members of the 
national police who commit drug abuse. 

The criminal act of narcotics abuse committed by members of the 
Indonesian National Police is also a violation of disciplinary regulations 
and the Polri Professional Code of Ethics, therefore Article 12 paragraph 
(1) of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary 
Regulations of Members of the Indonesian National Police confirms that 
"Imposition of disciplinary punishment not delete criminal charges ". 

In handling criminal sanctions against police officers who abuse narcotics 
Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The provisions do not only 
apply to members of the police force but also to other communities who 
have been proven to have abused narcotics. Narcotics criminal provisions 
(forms of criminal acts committed and the threat of criminal sanctions for 
the perpetrators) are regulated in Law No. 35 of 2009 listed in several 
articles. These articles include Article 111 - Article 127, Article 129 and 
Article 137. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Keywords: drugs, police officers, criminal sanctions 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 
sebelum masuk pidana umum terhadap anggota polri yang melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui proses 
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penjatuhan hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak 
pidana penyalahgunaan narkoba. 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota 
POLRI, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan 
Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan 
hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.  

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang 
menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku 
bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti 
telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk 
tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi 
pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam 
beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, 
Pasal 129 dan Pasal 137. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kata Kunci :  narkoba, anggota polisi, sanksi pidana 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif 

lainya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan 
negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena 
penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan narkoba menyebabkan 
seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang 
berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya 
membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat. 

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian 
wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba 
kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan 
Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor 
narkoba berdasar undang-undang ini”. Oleh karena itu polisi khususnya 
satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan 
penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar 
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masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa 
membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat 
keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada 
polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari 
interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang 
membuahkan suatu citra polisi. Tetapi dalam kenyataannya banyak polisi 
yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang 
terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, 
Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba yang hanya mendapatkan 
hukuman fisik push up dan dijemur saja.  

Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan 
citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada 
ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan 
narkoba yang dilakukan oleh polisi.Polisi yang seharusnya menjalankan 
tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum 
penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik 
dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-
oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan 
penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya. 

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi 
dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur 
hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan 
tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. 
Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang 
harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat 
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.  

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas 
memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan 
kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal 
pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang 
sebagai penegak hukum.  

Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan 
wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan 
terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan 
hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap 
masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, 
tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan 
panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut 
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serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya 
jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan 
narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif 
terhadap citra polisi itu sendiri.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian 
dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan 
anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian 
pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan 
pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara 
internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang 
Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala 
maupun inspeksi memdadak ( sidak ) yang disertai test urine kepada 
seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang 
paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang 
dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi ( 
BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti 
terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum 
dan diperberat dengan mengajukannya ke sidang Kode Etik Profesi Polri 
yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan 
tidak hormat dari dinas akepolisian. 

 
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebelum masuk pidana umum 

terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkoba? 

2. Bagaimana proses penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ? 

 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana sebelum masuk pidana 

umum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba. 

2. Untuk mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap anggota polri 
yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Pengertian Narkotika  
Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat 

mempengaruhi kesadaran, fikiran dan prilaku yang dapat menimbulkan 
ketergantungan kepada pemakaianya. Bila hal terakhir ini kejadian pada 



Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan …… Aulia Tohari dan Abdul Rokhim 

58 

seseorang, maka dapat dipastikan berakhirlah semua masa depan 
gemilangnya. Dari itu dihimbau kepada seluruh putra/putrid tercinta anak 
bangsa, jangan sentuh itu narkoba.1 

Sebenarnya narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari 
sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berbentuk semi sintetis maupun 
sintetis. Misalnya : mariyuana yang lebih terkenal dengan nama ganja, 
bunga koka, kokain, opium yang digolongkan narkotika menurut UU.R.I 
No 22 tahun 1976, antara lain: 1) Ganja/Mariyuana/Kanabis Sativa ( 
Halusinogen); 2) Morfin ; 3) Heroin; 4) Kokain 

Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi 
mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan. 
Karena sasaran dari obat-obatan tersebut adalah syaraf-syaraf tertentu dari 
system syaraf pusat di otak. Pemakaian obat ini menyebabkan perubahan 
khas pada aktifitas mental dan prilaku.  Contoh obat-obatan yang 
tergolong jenis psikotropika antara lain : shabu-shabu, Ekstasi, dengan 
nama lain inex, amphetamin (zat psikostimulan), Rohypnol, pil koplo dan 
Mandrax. 

 
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak 
pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan 
KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU no 
22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum 
hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang 
dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian 
sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.2 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur 
dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
yang bunyinya:  
(1) Setiap Penyalah Guna:  

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,  

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun.  

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                             
1
 Siswantoro Sunarso. 2010. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi 

Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 
2
 Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: 
Ghalia Indonesia. 
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54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Penyalah Guna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti 
sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi 
pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. 
Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan 
pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 
127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan 
rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di 
pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika.3  

 
C. Pengertian Etika dan Kode Etik  

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya 
cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan 
atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat 
dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai system nilai atau 
sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi 
seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa 
diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak 
atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang 
baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi 
bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.4 

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-
aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. 
Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan 
oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai 
pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. 
Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada 
dan digunakan oleh sekelompoik petugas kepolsian dari fungsi yang sama 
atau dari satgas yang sama.5  

 
D. Pengertian Polisi  

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah 
                                                             
3

 Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke 
reformasi), Jakarta: PT Pradnya Paramita. 

4
 Simorangkir,2001,Etika,Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 12.  

5
 Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum, Kansius, 

Yogyakarta 
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kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, 
yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu 
fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan 
pelayanan masyarakat.  

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang 
ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang–undangan. Dengan demikian 
dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara 
tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian 
ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan 
dalam tugas dan wewenangnya.  

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angkah 1 tersebut diatas 
mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. 
Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang 
No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu 
fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat.” 

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 
Pasal 4 KUHAP ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat 
negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik. 

Berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah 
dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya 
merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang 
ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang 
lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk 
membuat sesorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus 
mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan 
hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan 
kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman 
terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya 
ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia 
sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 
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E. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia 
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, 
diundangkan pada tanggal 8 januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 
Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168. 

Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika 
Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, 
dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 
Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: 
kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sejak ditetapkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tetang pertahanan dan 
keamanan Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor 
VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang 
menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara 
Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran 
dan fungsi masing-masing. 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam 
kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisidis, 
dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan 
menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif.  Setelah 
bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan 
melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan 
pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara 
aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar 
membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik 
berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya 
dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertanggungjawaban Pidana Sebelum Masuk Pidana Umum 

Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi 
Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai 
berikut: 
1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan 

oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi 
Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat 
Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari 
hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan 
Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan 
Paminal. 

3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan 
penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. 

4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk 
kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya 
pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses 
penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan 
yang telah diatur dalam KUHAP. 

5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah 
terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik 
Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada 
Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri 
(KKEP). 

6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang 
dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di 
pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP. 

Dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka 
melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari 
masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala 
Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi 
Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan 
kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit 
Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 
terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.  
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Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi 
Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan 
hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. 
Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan 
menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari 
masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan 
terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan 
tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum 
acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas 
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi 
anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap 
anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai 
ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI 
dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan 
dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam 
rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3Tahun 2003 
berdasarkan kepangkatannya, yakni : 
a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang 

berpangkatserendah-rendahnya Bintara. 
b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat 

Bintara. 
c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat 

serendah –rendahnya Bintara 
d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yang berpangkat serendah -

rendahnya Perwira Pertama. 
e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang 

berpangkat Perwira Menengah. 
Kemudian jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, 

mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran 
dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut 
kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam 
melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan 
tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. Selanjutnya dalam 
Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI 
dijelaskan bahwa :  
1. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat 

diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan 
secara langsung. 

3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara 
sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Kapolri. 

Pemberhentian sementara dari dinas POLRI sebagaimana 
dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses 
penyidikan, dalam arti bahwa status anggota POLRI ketika dilakukan 
penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses 
penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh 
akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman 
terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian 
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani 
bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak 
pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal POLRI, 
yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI. 
Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, juga 
merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi 
Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin 
tidak menghapus tuntutan pidana”.  

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota POLRI 
yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui 
mekanisme sidang disiplin (internal POLRI), bukan berarti proses pidana 
telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk 
dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban 
menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik 
Profesi POLRI.  

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI 
diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di 
dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota POLRI yang melakukan 
tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Piadana (Undang-undang No 8 Tahun1981). 
Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah 
anggota POLRI,maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan 
proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana 
sebagai berikut: 
a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
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b) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis 
Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pedoman kerja 
dalampelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 
tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 
tentang kode etik profesi POLRI. 

Sesuai ketentuan peraturan KAPOLRI Nomor: 14 Tahun 2011 
tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa sidang 
komisi kode etik POLRI dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran 
yaitu: 
a. Pelanggaran kode etik profesi POLRI 
b. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 

2003 tentang pemberhentian anggota POLRI 
c. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota 

POLRI  
Dari hasil penelitian penulis mendapat sanksi/hukuman yang 

dikenakan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Jenis sanksi/hukuman tersebut yakni berturut-
turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang 
bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari 
anggota POLRI, khusus untuk pemberhentian dilaksankan setelah 
dilaksanakannya sidang kode etik profesi POLRI yang merekomendasikan 
pemecatan yang diajukan kepada atasan Ankum dalam hal ini adalah 
kepala kepolisian daerah. Sesuai dengan ayat 1 pasal 21 PP No 14 Tahun 
2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang 
menyatakan : 
(1).  Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran 
KEPP berupa: 
a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 

Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan 
pihak yang dirugikan; 

c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental 
kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, 
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) 
bulan; 

d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 
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e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi 
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; 

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 

g. PTDH sebagai anggota Polri. 
 

B. Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang 
Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 
1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan 
tanaman yaitu 1 kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 
gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, 
mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada 
orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga 
diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan 
dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai 
daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap 
pelaku penyalahgunaan Narkotika. 

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan 
serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 
35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara 
lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. 

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 
Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga 
diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi 
yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni 
menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak 
pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri 
yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan 
masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. 
Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi 
anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum 
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi 
administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. 

Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkotika, 
oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHAP 
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dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan 
pada oknum polisi tersebut yaitu : 
(1) dijerat dengan Peraturan Kepolisian 
(2)  dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini 

ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang 
(3) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut 

dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara 
atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika 
hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum 
tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi. 

(4)  penurunan pangkat 
(5) jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut 

dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkobanya. 
Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan 

narkotika sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih 
polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan 
peredaran narkotika. Selain sebagai pengguna, ada juga kasus dimana 
oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkotika. Sanksi ataupun 
hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti 
menggunakan maupun mengedarkan narkotika haruslah tegas dari instansi 
yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan 
rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkotika. Harus ada 
kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa 
pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 telah mengatur 
sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana. Oknum polisi yang 
menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode 
etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta 
menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik 
Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan 
diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin 
serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana 
terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 
jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). 

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap 
akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi 
disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan 
menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang 
tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur 
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Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah 
berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat 
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Adapun bunyi dari pasal 12 ayat (1) huruf a adalah bahwa Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat 
dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: 

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan 
pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 
berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 
Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik POLRI 
adalah:1) Propam Polri; 2) Komisi kode etik profesi; 3) Komisi banding;  
4) Pengembangan fungsi hukum Polri; 5) SDM Polri dan 6) Propram Polri 
dibidang rehabilitasi. 

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 
Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa:  

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan 
tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat 
dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia”. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 
Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 yang berbunyi: 

“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari 
jabatan dinas Kepolisian Negara Penegakan Hukum Tidak Pidana 
Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai 
adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat 
dilakukan secara langsung. (3) Ketentuan tentang tata cara 
pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 23 ayat (4) bahwa:  

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: a) 
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun 
atau lebih; atau b) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai 
Negeri Sipil tingkat berat”. 

Tahap pertama proses penegakannya sepenuhnya dilakukan 
melalui peradilan umum, proses pemeriksaanyapun dilakukan oleh 
penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah terdakwa menjalani masa 
tahanan di peradilan umum selama 2/3 dari masa tahanan, kemudian 
tersangka melakukan upaya pembebasan bersyarat. Selama pembebasan 
bersyarat tersebut terdakwa dipanggil oleh Kepolisian untuk selanjutnya 
diperiksa untuk dilaksanakan sidang kode etik. 

Adapun pihak Provos memberikan waktu selama 6 bulan setelah 
terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan pemberian waktu tersebut 
bertujuan untuk melakukan penyelidikan, menentukan jadwal sidang, 
melakukan gelar perkara dan dalam waktu 6 bulan tersebut terdakwa terus 
dipantau perkembangannya guna pertimbangan dalam menjatuhkan 
putusan pelanggaran kode etik. 

Selama masa tahanan yang dijalani terdakwa, terdakwa tidak 
diberhentikan dari anggota kepolisian dan dari kebijakan Kapolres 
terdakwa masih mendapat 2/3 gajinya selama dalam tahanan, dikerenakan 
tersangka mempunyai tanggungan istri yang tidak bekerja dan 2 orang 
anaknya yang masih sekolah. 

Waktu selama 6 bulan yang diberikan kepada terdakwa tersebut 
belum habis dan belum sempat dilakukan sidang kode etik, terdakwa 
kembali terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
kemudian diproses dalam peradilan umum sehingga pelaksanaan sidang 
kode etik tersebut belum dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam 
proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sampai saat ini 
tersangka belum diadili. Alasannya yakni tersangka diberi waktu untuk 
memperbaiki dirinya dan karena dilakukan pengawasan terlebih dahulu, 
dalam hal ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan 
bahwa pelaksanaan sidang disiplin dilakukan 6 bulan setelah tersangka ke 
luar dari rumah tahanan, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan 
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Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 
Tentang Pemberhentian Anggota Polri. 

Dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi 
polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam 
pelaksanaan penyidikan belum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan Provost masih 
menggunakan kebijakan dari Kapolres yang tidak segera melakukan 
sidang kode etik terhadap terpidana terlebih terdakwa, melainkan 
menunggu proses pelaksanaan hukuman pidana selesai baru dilakukan 
sidang kode etik. Semestinya demi keadilan dan tegaknya aturan yang ada, 
kebijakan seperti di atas tidak dilakukan apalagi menyimpang dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

V. PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota 

POLRI, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan 
Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan 
hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.  

2. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri 
yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak 
hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain 
juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana 
Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi 
pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 
tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 
111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. 
 

B. Saran 
1. Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi 

internal terhadap tindakpidana penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan 
dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku. 

2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan 
pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar 
masuknya pengedarannarkotika. 
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3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang 
melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya 
anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini 
ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain 
untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik 
profesikepolisian. 
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